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Abstract 
 
In Act No. 23 of 2014 on Regional Government, where there mention of the obligatory functions and 
affairs of choice, where one obligatory This is an investment, then in Government Regulation No. 38 
Year 2007 on the dealings between the central government, provincial government and district / city 
government, a local government authority is in the field of investment, government Bandung, capital 
investment is obligatory and one local government authority is placed in the structure organization 
Bappeda Bandung is in the Investment Sector, is of course contrary to the Law No. 23 Year 2014 and 
Government Regulation No. 38 of 2007. This paper provides the organizational structure of institu-
tional investment in the city of Bandung.  
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Abstrak 
 
Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dise-
butkan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan, dimana salah satu urusan wajib ini adalah pena-
naman modal, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, salah satu 
kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang penanaman modal, di pemerintahan Kota 
Bandung, penanaman modal yang merupakan urusan wajib dan salah satu kewenangan pemerintah 
daerah ditempatkan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang Pena-
naman Modal, ini tentu saja berseberangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/UU No. 23 Tahun 2014 
dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Artikel ini berisi tentang struktur organisasi kelem-
bagaan penanaman modal di Kota Bandung.  
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1. Pendahuluan 
Struktur memegang peranan yang 
sangat penting dalam jalannya organisasi. 
Struktur memungkinkan sebuah organ-
isasi untuk mencapai tujuan. Apapun or-
ganisasinya, organisasi selalu didirikan 
untuk mencapai tujuan. Ada orientasi 
yang ingin dicapai dengan berdirinya se-
buah organisasi dan orientasi tersebut 
akan lebih mudah dicapai jika terdapat 
pembagian kerja yang diimplementasikan 
dalam sebuah struktur. Organisasi adalah 
pengaturan yang disengaja terhadap 
sejumlah orang untuk mencapai tujuan 
tertentu (Robbins dan Coulter, 2004). 
Tujuan tersebut dapat berupa keun-
tungan (perusahaan), kebijakan publik 
(pemerintah) maupun perubahan sosial 
(organisasi nirlaba). Untuk mencapai 
tujuan tersebut diperlukan pembagian 
kerja dan penempatan yang sesuai bagi 
setiap orang. Untuk mencapai tujuan ter-
sebut, diperlukan sebuah struktur sebagai 
pengejawantahan strategi organisasi ke 
dalam pelaksanaannya dilapangan. Mak-
sudnya tidak lain adalah agar tujuan or-
ganisasi dapat tercapai dengan efektif dan 
efisien yaitu dengan membuat sebuah de-
sain struktur yang memiliki fleksibilitas 
untuk menyesuaikan kondisi yang dina-
mis dimana semua hal dapat berubah 
dengan cepat. Untuk itulah diperlukan 
sebuah struktur formal yang dapat men-
dukung dan mempermudah anggota or-
ganisasi dalam pelaksanaan pekerjaan 
organisasi. Kegiatan tersebut dapat 
dikatakan sebagai pengorganisasian yang 
didefinisikan sebagai proses penciptaan 
struktur organisasi (Robbins dan Coulter, 
2004). 
Leach,  Stewart,  dan  Waish (1994) 
dalam  The  Changing Organization and 
Management of Local Government, men-
jelaskan struktur dari sebuah organisasi 
adalah pola aturan, posisi, dan peran yang 
memberikan arah dan koherensi pada 
strategi dan proses organisasi, dan secara 
tipikal digambarkan dalam diagram or-
ganisasi,  deskripsi  pekerjaan  dan  pola-
pola kewenangan (the structure of an or-
ganization is the pattern of rules, positions, 
and roles that give shape and coherence to  
its  strategy  and  process,  and  is  typically  
described  in organization  charts,  job  de-
scriptions  and  patterns  of authority). 
Sebagaimana  telah  dikaji  oleh  
para  peneliti,  pola pertama dalam proses 
perubahan organisasi publik itu terjadi 
terutama di banyak negara di Eropa dan 
Amerika Utara. Chrisholm (2000)  telah  
melakukan  studi  tentang restrukturisasi  
organisasi  pemerintah  lokal  di  Inggris  
yang menunjukkan  adanya  kecender-
ungan  itu.     Di  Amerika Serikat, refor-
masi birokrasi bermula dari Osborne dan 
Gaebler  (1992)  yang  menyuntikkan  ide-
ide  tentang otoritas yang harus didesen-
tralisasikan dari jenjang organisasi 
pemerintahan  tingkat  atas  kepada  jen-
jang  organisasi pemerintahan  tingkat  
bawah. Oakerson(2006)  telah melakukan 
studi tentang restrukturisasi organisasi 
pemerintah lokal di Amerika Serikat di 
mana ia melihat adanya dorongan kepada  
pemerintah-pemerintah  lokal  untuk  
secara  intensif melakukan perubahan 
birokrasinya. 
Dari  segi  kajian  organisasi,  
menurut  Mintzberg (1979),  prosedur  
top-down  dalam  pembentukan  unit-unit 
organisasi  (unit  grouping)  dilakukan  
apabila  bermula  dari kebutuhan-
kebutuhan  umum  (misi  atau  tujuan  
organisasi yang hendak dicapai) ke 
pekerjaan-pekerjaan spesifik. Lebih jauh  
menurut  Mintzberg  (1979),  semakin  
besar kontrol  kekuatan  dari  luar  
organisasi,  maka  semakin terformalisasi  
struktur  organisasi  itu  dan  semakin 
tersentralisasi  atau  terkonsentrasi  
kekuasaan pembuatan keputusan  
organisasinya.  Kondisi  seperti  itu  pada  
akhirnya akan membentuk organisasi 
birokratik, yakni suatu organisasi di  
mana  kekuasaan  terkonsentrasi  pada  
pemimpin, prosedur membelenggu  
pegawai sehingga ia tidak dapat 
Tersedia Online di http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas 
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (2),  Oktober 2016, 73 
Copyright © 2016, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320  
mengembangkan  kreativitasnya,  proses  
pekerjaan  yang terstandarisasi  secara  
rigit  -  sehingga  pekerja  tidak  mampu 
berinovasi,  komunikasi  yang  formal,  
dan  pelaporan  yang teregulasi  secara  
ketat.  Organisasi  yang  demikian  ini 
memiliki daya adaptasi terhadap 
perubahan lingkungan yang rendah. 
Hall  (1977) menyatakan  bahwa  
struktur  organisasi  mempengaruhi  dua  
hal, yakni perilaku individu dan kinerja 
organisasi (efisiensi, moral, dan 
efektivitas). Di  Inggris, Chrisholm  (2000)  
melihat bahwa  restrukturisasi  
pemerintah  lokal  di  Inggris  juga 
diarahkan pada “swastanisasi”. Menurut 
Valler, Wood, and North  (2000),  sejak  
1980-an  di  Inggris  restrukturisasi 
pemerintahan  lokal  secara  analitis  ha-
rus  dikaitkan  dengan representasi 
kepentingan bisnis pada tingkat lokal. Di  
Canada,  Brunet-Jailly  (2003)  
menemukan  bahwa kerjasama  inter-
municipalities  membawa  manfaat  
ekonomi yang sangat besar bagi 
pemerintah-pemerintah lokal. Brunet Jail-
ly dengan begitu juga melihat bahwa  
model swastanisasi pemerintah  lokal  da-
lam  kerangka  restrukturisasi  sangatlah 
bermanfaat. Di Australia, Dollery dan  
Crase (2004, 2005) mengkaji secara kritis 
restrukturisasi organisasi pemerintah 
lokal  yang  sejauh  ini  telah  
diorientasikan  pada  integrasi terhadap  
pasar  bebas  demi  mencapai  efisiensi  
dalam pelayanan publik. Namun 
demikian, pada akhirnya Dollery dan  
Crase  tetap  mengakui  pentingnya  
mengorientasikan organisasi  pemerintah  
lokal  pada  cara-cara  swasta  dalam 
proses restrukturisasi organisasi 
pemerintah lokal itu. Di  New  Zealand,  
studi  tentang  restrukturisasi organisasi 
pemerintah lokal juga telah dilakukan 
(McKinlay Douglas  Limited,  2006).  Da-
lam  hal  ini,  mereka  mengkaji mengenai  
restrukturisasi  organisasi  pemerintah  
lokal  di New  Zealand   yang  kemudian  
menyarankan  pentingnya swastanisasi 
dan efisiensi. Sementara itu di negara-
negara berkembang, studi-studi  empiris  
tentang  restrukturisasi  organisasi  
pemerintah daerah  juga  telah  dilakukan.  
Dalam  hal  ini,  reformasi organisasi  
pemerintahan  lokal  diarahkan  bagi  
peran organisasi  swasta  dan  institusi-
institusi  non pemerintahan untuk 
mengambil alih fungsi-fungsi 
pemerintahan sebanyak mungkin 
(Dhungel, 1996). 
Di Indonesia, dalam perwujudan 
sebuah organisasi birokrasi yang efektif 
dan efisien seperti menuju good 
governance yang diidam-idamkan oleh 
semua pihak selama ini, pemerintah 
melakukan perbaikan di tubuh birokrasi 
dengan beberapa cara. Salah satu cara 
yang digunakan adalah dengan dikeluar-
kannya PP No. 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, sehingga 
menarik untuk diteliti. Objek penelitian 
kali ini membahas mengenai struktur or-
ganisasi kelembagaan penanaman modal 
yang berada di Kota Bandung.  
2. Metode Penelitian 
 Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dengan menggunakan pendekatan ini, 
peneliti akan menggali lebih dalam 
mengenai kondisi riil Struktur Organisasi 
Kelembagaan Penanaman Modal di Kota 
Bandung. Dengan metode ini maka dapat 
diidentifikasi model eksisting, untuk 
kemudian di rekonstruksikan ke dalam 
model idealnya. 
Penelitian ini memperoleh data 
dengan teknik pengumpulan In-Depth In-
terview terhadap informan yang dianggap 
paling mengetahui mengenai Struktur Or-
ganisasi Kelembagaan Penanaman Modal 
di Kota Bandung. Kami himpun data dari 
sisi SDM, Kelembagaan, dari sisi 
penelitian dan pengembangan, hingga 
peraturan perundang-undangan 
mengenai Struktur Organisasi Kelem-
bagaan Penanaman Modal di Kota Ban-
dung.  Selain itu juga melakukan observa-
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si lapangan, Focus Group Discussion, Studi 
Literatur, dan Pengumpulan data 
sekunder. 
Data yang diperoleh akan diuji 
dengan melakukan triangulasi ke semua 
sumber data yang dianggap terkait 
dengan permasalahan dan topik 
penelitian. Selanjutnya akan disajikan 
secara sistematis dengan deskripsi yang 
jelas dan terhadap data dan informasi 
yang diperoleh. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif dengan memetakan dan 
memaparkan aspek-aspek yang dianalisis 
secara sistematif. Analisis yang dilakukan 
bersifat multilevel analysis yang men-
cakup aspek-aspek di level mikro 
(persepsi, tanggapan dan opini), meso 
(organisasional) dan makro (kebijakan). 
3. Hasil dan Pembahasan 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal mengamatkan bahwa inves-
tasi harus menjadi bagian dari penyeleng-
garaan perekonomian nasional dan 
ditempatkan sebagai upaya untuk : (1) 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi na-
sional; (2) menciptakan lapangan kerja; 
(3) meningkatkan kapasitas dan kemam-
puan teknologi nasional; dan (4) men-
dorong pembangunan ekonomi 
kerakyatan serta mewujudkan kese-
jahteraan masyarakat dalam suatu 
perekonomian yang berdaya saing. Untuk 
itu, Pemerintah Pusat dan Daerah 
mempunyai tanggung-jawab bersama da-
lam memberikan stimulan bagi perkem-
bangan sektor riil perekonomian melalui 
investasi. Selanjutnya dalam Penjelasan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal, dijelaskan 
bahwa : 
“Undang-Undang ini memerinta-
hkan agar Pemerintah meningkatkan 
koordinasi antar instansi Pemerintah, an-
tar instansi Pemerintah dengan Bank In-
donesia, dan antarinstansi Pemerintah 
dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi 
dengan Pemerintah Daerah harus sejalan 
dengan semangat otonomi daerah. 
Pemerintah Daerah bersama-sama 
dengan instansi atau lembaga, baik 
swasta maupun Pemerintah, harus lebih 
diberdayakan lagi, baik dalam pengem-
bangan peluang potensi daerah maupun 
dalam koordinasi promosi dan pelayanan 
penanaman modal. Pemerintah Daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya un-
tuk mengatur dan mengurus sendiri uru-
san penyelenggaraan penanaman modal 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tu-
gas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh 
karena itu, peningkatan koordinasi 
kelembagaan tersebut harus dapat diukur 
dari kecepatan pemberian perizinan dan 
fasilitas penanaman modal dengan biaya 
yang berdaya saing. Agar memenuhi prin-
sip demokrasi ekonomi, Undang-Undang 
ini juga memerintahkan penyusunan per-
aturan perundang-undangan mengenai 
bidang usaha yang tertutup dan yang ter-
buka dengan persyaratan, termasuk bi-
dang usaha yang harus dimitrakan atau 
dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi.” 
Dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Undang-
undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae-
rah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota 
diberi kewenangan oleh Pemerintah 
Pusat untuk melakukan pengembangan 
sumber daya berdasarkan kewenangan 
yang diberikan dalam suatu sistem pem-
bagian keuangan yang adil, proporsional, 
demokratis, transparan, dan efisien dalam 
rangka pendanaan penyelenggaraan 
desentralisasi, dengan mempertim-
bangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 
daerah, serta besaran pendanaan penye-
lenggaraan dekonsentrasi dan tugas pem-
bantuan.  
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pena-
naman Modal merupakan urusan wajib 
dan menurut PP No. 38 Tahun 2007 salah 
satu kewenangan pemerintah daerah ada-
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lah penanaman modal. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah untuk terakhir kali dengan Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tiap
-tiap daerah mempunyai hak dan 
kewajiban untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan serta beru-
paya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerinta-
han dan pelayanan kepada masyarakat 
Pemerintah Daerah diberikan 
kewenangan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 dijelaskan bahwa urusan yang 
menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah untuk kabupaten/kota merupakan 
urusan yang berskala kabupaten/kota 
terdiri dari urusan wajib dan urusan 
pilihan. Urusan wajib bagi kabupaten/
kota tersebut antara lain bidang 
pendidikan, kesehatan, kependudukan, 
dan lain-lain termasuk didalamnya adalah 
penanaman modal daerah. 
Urusan pemerintahan di bidang pe-
nanaman modal merupakan urusan 
pemerintahan yang wajib diselenggara-
kan pemerintahan daerah propinsi dan 
pemerintahan daerah kabupaten/kota, 
dasar hukumnya diuraikan dalam pasal 7 
ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
Salah satu kewenangan pemerintah 
daerah yang disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota adalah Penanaman Modal yang ter-
gambarkan dalam Gambar 1. 
Struktur organisasi Bappeda Kota 
Bandung terdiri dari Kepala Badan, mem-
bawahi secretariat yang dipimpin oleh 
sekretaris Badan, secretariat ini mem-
bawahi 3 sub bagian yaitu sub bagian 
umum dan kepegawaian, sub bagian keu-
angan, dan sub bagian program, yang 
masing-masing sub bagian dipimpin oleh 
Kepala Sub Bagian. Kepala Badan juga 
membawahi 6 Bidang, yaitu Bidang 
Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan 
Prasarana, Bidang Perencanaan Ekonomi 
dan Pembiayaan, Bidang Perencanaan 
Pemerintahan, Bidang Perencanaan Sosial 
Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat, 
Bidang Penelitian, Pengembangan, dan 
Statistik, dan Bidang Penanaman Modal, 
yang masing-masing Bidang dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang, dan masing-
masing Bidang membawahi 2 Sub Bidang, 
yang masing-masing dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang. 
Bappeda Kota Bandung ini memiliki 
Bidang paling banyak diantara Bappeda-
Bappeda di Kota/Kab se-Jawa Barat yaitu 
terdiri dari 6 Bidang. Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten-
tang Organisasi Perangkat Daerah, di-
mana disana disebutkan bahwa Badan ini 
paling banyak terdiri dari 4 Bidang dan 
membawahi 2 Sub Bidang yaitu pada 
pasal 26 ayat 2, sedangkan didalam 
struktur Bappeda Kota Bandung ini 
terdiri dari 6 Bidang, ini tentu berseber-
angan dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 41 Tahun 2007. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang 
sekarang sudah direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimana disana 
disebutkan mengenai urusan wajib dan 
urusan pilihan, dimana salah satu urusan 
wajib ini adalah penanaman modal, 
kemudian dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi-
an urusan antara pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah ka-
bupaten/kota, salah satu kewenangan 
pemerintah daerah adalah dalam bidang 
penanaman modal, di pemerintahan Kota 
Bandung, penanaman modal yang meru-
pakan urusan wajib dan salah satu 
kewenangan pemerintah daerah ditem-
patkan dalam struktur organisasi 
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Gambar 1. Struktur kelembagaan penanaman modal di Kota Bandung (Hasil Penelitian, 
2016) 
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Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang 
Penanaman Modal, ini tentu saja berse-
berangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/
UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2007. 
Dalam struktur Pemkot Bandung 
khususnya pada institusi Bappeda, maka 
Bidang Penanaman Modal ditempatkan 
pada posisi yang sentral dalam menum-
buhkan penanaman modal di Kota Ban-
dung. Hambatan fungsional pada insitusi 
Bappeda khususnya Bidang Penanaman 
Modal turut menjadi faktor yang meng-
hambat kegiatan penanaman modal di 
Kota Bandung.  
Penempatan bidang penanaman 
modal di dalam struktur organisasi 
Bappeda Kota Bandung yaitu Bidang Pe-
nanaman Modal, di pimpin oleh Kepala 
Bidang setara dengan eselon III, Bidang 
penanaman modal di Bappeda Kota Ban-
dung, terdiri dari Sub Bidang Informasi 
Penanaman Modal dan Promosi Daerah 
dan Sub Bidang Potensi Kerjasama dan 
Investasi, hal ini mengakibatkan tidak op-
timalnya fungsi koordinasi, fungsi 
pengawasan, dan fungsi pengendalian da-
lam bidang penanaman modal. Core Busi-
ness Bappeda adalah perencanaan, se-
hingga dalam bidang penanaman modal 
tidak optimal, Bappeda Kota Bandung tid-
ak bisa melakukan pengendalian dan 
pengawasan terhadap perusahaan asing 
di Kota Bandung.  
Pengendalian dan Pengawasan ter-
hadap penanaman modal asing dan pena-
naman modal dalam negeri menjadi ter-
hambat, apakah benar penggunaan 
jumlah tenaga kerja asing di perusahaan 
sesuai dengan peraturan belum bisa dil-
akukan, termasuk terhadap setiap pena-
nam modal berkewajiban membuat 
laporan tentang kegiatan penanaman 
modal sesuai Undang-Undang No. 25 Ta-
hun 2007 belum bisa dilakukan 
pengawasan dan pengendalian. Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ada-
lah laporan secara berkala mengenai 
perkembangan kegiatan perusahaan dan 
kendala yang dihadapi penanam modal. 
LKPM ditujukan untuk memantau real-
isasi investasi dan produksi. LKPM men-
cakup kegiatan penanaman modal yang 
dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan 
bidang usaha investasi, kecuali bidang 
usaha perdagangan. Bagi perusahaan 
yang melakukan kegiatan penanaman 
modal di bidang usaha perdagangan, 
LKPM cukup berdasarkan lokasi yang te-
lah dinyatakan pada Izin Prinsip.  
Bappeda Kota Bandung belum mem-
iliki strategi pemasaran kota untuk men-
ciptakan daya tarik bagi penanaman mod-
al serta daya saing kota sebagai tempat 
investasi dibandingkan dengan kota atau 
daerah lain. Belum dimilikinya strategi 
pemasaran kota untuk Kota Bandung ter-
lihat dari tidak adanya strategi pasar ser-
ta program pemasaran kota. Tidak adanya 
strategi pasar investasi Kota Bandung 
tercermin dari : belum jelasnya target in-
vestasi (usaha) yang diandalkan, tidak 
tegasnya perumusan diferensiasi  Kota 
Bandung, tidak jelasnya positioning Kota 
Bandung dalam hal penanaman modal. 
Peran jabatan (job role)  adalah  
sejumlah tugas atau peran yang harus dil-
akukan atau diharapkan dapat dilakukan 
pada suatu jabatan atau sebuah struktur 
dalam organisasi. Suatu  jabatan 
dikatakan memiliki hambatan fungsional 
jika jabatan tersebut tidak atau kurang 
mampu menunjukkan perannya. 
Keberadaan dan kejelasan Tugas Pokok 
dan Fungsi (Tupoksi) yang dimiliki suatu 
jabatan satu hal yang mutlak, hal lain ada-
lah kemampuan pemegang jabatan untuk 
menjalankan tupoksinya.  
Usaha pemerintah Kota Bandung 
dalam menumbuhkan penanaman modal 
tidak akan terlepas dari keterlibatan para 
stakeholder yang akan membentuk kondi-
si kota yang ramah investasi. Untuk itu 
komunikasi dengan para stakeholder 
menjadi kunci suksesnya, saat ini 
pemerintah Kota Bandung kurang men-
jalin komunikasi dengan para stakeholder 
seperti : komunitas bisnis, komunitas kre-
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atif kota, dan perguruan tinggi. Ku-
rangnya komunikasi ini juga menjadi 
hambatan strategis penanaman modal, 
sebagai akibatnya Pemerintah Kota Ban-
dung kurang memiliki gagasan untuk 
menciptakan terobosan-terobosan dalam 
mengembangkan potensi-potensi sumber 
daya kota atau sekedar memperbaiki in-
frastruktur kota. 
Selain Bapeda, Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu (BPPT) juga menjadi 
badan yang memiliki peran yang juga sen-
tral untuk dapat memfasilitasi pena-
naman modal. Namun pada kenyataannya 
Badan ini belum menunjukkan fungsi 
yang optimal dalam pelayanan perizinan 
usaha di Kota Bandung.  
Tidak maksimalnya fungsi dari 
Bappeda dan BPPT banyak diakibatkan 
oleh profesionalisme birokrasi pada 
kegiatan penanaman investasi baru atau-
pun penciptaan iklim yang kondusif bagi 
perkembangan bisnis. Hambatan ini beru-
pa masih kurangnya  responsiveness dan 
empathy birokrasi pemerintah kota. Re-
sponsiveness dan empathy menyangkut 
kemampuan dan kesediaan jajaran per-
sonalia Pemerintah Kota Bandung untuk 
bekerja ekstra menjalankan tugas dan 
fungsinya sesuai jabatan yang dipercaya-
kan kepadanya. Personalia Pemerintah 
Kota Bandung belum memiliki kualitas 
sensitifitas dan kreatifitas untuk pemeca-
han masalah (problem solving) pena-
naman modal.   
Hambatan untuk penanaman modal 
yang diakibatkan rendahnya profesional-
isme birokrasi di Bappeda dan BPPT juga 
terjadi karena terdapat senjang (gap) an-
tara rumusan tupoksi kedua badan terse-
but dengan sebagian perilaku personalia 
atau pejabatnya.  Kedua lembaga ini telah 
memiliki rumusan yang jelas tentang 
perannya (job role) seperti yang tercan-
tum dalam struktur Pemkot Bandung, na-
mun pemahaman dan penghayatan dari 
personalia pada kedua badan ini adalah 
hal lain.   
Ketegasan lingkup kerja Bagian Pe-
nanaman Modal pada Bappeda Kota Ban-
dung juga menjadi suatu permasalahan, 
pada banyak praktik penanaman modal, 
banyak investor yang melakukan proses 
penanaman modal tidak melalui Bagian 
ini.  Proses penanaman modal di Kota 
Bandung dapat dilakukan  melalui ’pintu-
pintu’ yang lain, misalnya melalui lem-
baga atau jabatan yang lebih tinggi dalam 
struktur pemerintahan Kota Bandung. 
Terjadinya ketidaktegasan  atau ambigui-
ty lingkup kerja pada Bagian Penanaman 
Modal juga menjadi masalah yang akan  
akan menghambat fungsi Bagian ini 
secara optimal. 
Sementara layanan jajaran Pemkot 
Bandung yang aktif di bidang perijinan, 
seperti BPPT dan dinas terkait, juga be-
lum sepenuhnya memberikan pelayanan 
prima (service excellence) kepada calon 
investor. Kurangnya responsiveness dan 
empathy pada personalia BPPT terlihat 
pada belum dapat diterapkannya standar 
waktu dan biaya  proses pengurusan izin 
untuk usaha. Pada umumnya pemohon 
izin untuk usaha baru harus mengeluar-
kan biaya tambahan atau jangka waktu 
yang lebih lama untuk memperoleh ijin. 
Semangat atau paradigma pada pelaksa-
naan fungsi kerja di BPPT atau Dinas 
pemberi rekomendasi ijin masih men-
gidentifikasi lembaganya menjadi badan 
pelaksana birokrasi perijinan, bukan pela-
yanan perizinan. Masih kentalnya para-
digma ini menjadikan persoalan perizinan 
menjadi hambatan serius bagi pena-
naman modal di Kota Bandung. 
Oleh karena itu agar kelembagaan 
penanaman modal di Kota Bandung ini 
menjadi efektif, maka perlu kiranya Bi-
dang Penanaman Modal tidak lagi men-
jadi bagian didalam struktur organisasi 
Badan Perencanaan Pembangunan Dae-
rah Kota Bandung, tetapi dibentuk men-
jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) baru dan berbentuk Dinas Pena-
naman Modal, hal ini dikarenakan Bidang 
Penanaman Modal dalam Struktur Organ-
isasi Badan Perencanaan Pembangunan 
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Daerah Kota Bandung memiliki 
kewenangan yang besar, urusannya be-
sar, volume pekerjaannya besar, tetapi 
tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang 
ada di Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Bandung, selain itu Bidang 
Penanaman Modal ini merupakan urusan 
wajib Daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, dan Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 2014 tentang pemerintahan daerah, 
dimana urusan wajib dan pilihan di wa-
dahi dalam bentuk Dinas. 
4. Kesimpulan 
Struktur memegang peranan yang 
sangat penting dalam jalannya organisasi. 
Struktur memungkinkan sebuah organ-
isasi untuk mencapai tujuan. Apapun or-
ganisasinya, organisasi selalu didirikan 
untuk mencapai tujuan. Ada orientasi 
yang ingin dicapai dengan berdirinya se-
buah organisasi dan orientasi tersebut 
akan lebih mudah dicapai jika terdapat 
pembagian kerja yang diimplementasikan 
dalam sebuah struktur.  
Penanaman Modal di Kota Bandung 
masuk didalam struktur organisasi 
Bappeda Kota Bandung yaitu Bidang Pe-
nanaman Modal, dalam UU No. 32 Tahun 
2004 Penanaman Modal merupakan uru-
san wajib dan menurut PP No. 38 Tahun 
2007 salah satu kewenangan pemerintah 
daerah adalah penanaman modal. Salah 
satu kewenangan pemerintah daerah 
yang disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota adalah Penanaman Modal. 
Agar kelembagaan penanaman mod-
al di Kota Bandung ini menjadi efektif, 
maka perlu kiranya Bidang Penanaman 
Modal tidak lagi menjadi bagian didalam 
struktur organisasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Bandung, 
tetapi dibentuk menjadi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) baru dan 
kelembagaannya berbentuk Dinas Pena-
naman Modal, dengan struktur organisasi 
didalamnya sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 memiliki 
paling banyak 4 Bidang.  
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